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RINGKASAN 

Muhamad Aditya,  2026.  KEWENANGAN PERIZINAN KAPAL FERI 

PENYEBERANGAN DI SUNGAI ALALAK UTARA BANJARMASIN 

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat, ... Halaman. Pembimbing : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H. 

Mengkaji secara mendalam tentang tanggung jawab hukum pemerintah terhadap 

kapal feri penyeberangan di Banjarmasin, dengan fokus pada pembagian 

kewenangan dan pengawasan operasional. Dokumen ini, Yang disusun sebagai 

tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, menyoroti tindakan 

pemerintah terhadap Kapal Tradisional Feri Penyeberangan yang kewenangannya 

dipertanyakan karena banyaknya kapal tradisional feri penyeberangan yang 

beroperasi dengan dokumen administrasi yang tidak lengkap maupun yang tidak 

memiliki dokumen administrasi, dan memperjelas kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintah pusat, daerah, kota dan/atau kabupaten terhadap kapal tradisional feri 

penyeberangan yang ada di banjarmasin. Penulis memulai dengan latar belakang 

yang jelas dengan memuat berita mengenai feri penyeberangan yang mengalami 

kapal karam akibat kesengajaan nahkoda feri yang dengan sengaja mengisi solar 

tidak sesuai standar kapal feri penyeberangannya. Penulis juga menyoroti 

ketergantungan masyarakat pada angkutan penyeberangan akibat geografi sungai, 

di mana feri menghubungkan wilayah terpisah seperti Alalak Utara-Berangas, 

namun rentan kecelakaan karena kelalaian operasional seperti kekurangan bahan 

bakar. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan(statue approach), dan konseptual (conceptual 

approach), mengandalkan bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 17 

tahun 2008 tentang pelayaran ( sebagaimana diubah dengan UU 66 /2021), serta 

rangkaian UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( sebagaimana diubah 

dengan UU 09/2015 dan turunannya), ditambah bahan sekunder berupa buku,jurnal 

dan literatur hukum tata negara serta pelayaran. 

Pada Bab I pendahuluan, penulis merumuskan dua masalah utama yaitu, pertama 

pembagian kewenangan pusat-daerah dalam izin operasional feri tradisional, kedua 

otoritas pengawasan di Alalak Utara yang berada di perbatasan Banjarmasin-

Kabupaten Barito Kuala. Tujuan penelitian mencakup pengungkapan bentuk 

tanggung jawab hukum pemerintah terhadap kapal feri tradisional serta kebijakan 

pengelolaan angkutan tersebut, sementara kegunaan teoritis menyumbang 

perkembangan ilmu hukum administrasi negara, dan praktis memberikan referensi 

bagi penegakan hukum, perlindungan hak penumpang, serta koordinasi instansi 

terkait. Dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Sistematika 

penulisan terdiri dari empat bab, mulai dari pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang hingga penutup dengan kesimpulan dan saran, memastikan alur logis dari 

masalah empiris ke solusi normatif. 

Pada Bab II Tinjauan Pustaka Subbab ini lebih fokus kepada istilah-istilah yang 

digunakan dalam pelayaran, feri penyeberangan dan mendifinisikan kewenangan 



 
 
 

x 
 

pemerintah. Angkutan sungai berkembang alami di Indonesia akibat geografis, 

diatur Perda Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang retribusi angkutan sungai. 

Kapal tradisional feri penyeberangan wajib laik laut dengan sertifikasi keselamatan, 

fasilitas pelampung sesuai kapasitas, dan larangan muatan berlebih, memerlukan 

pengawasan berkelanjutan terhadap kapal, perusahaan, dan awak. 

Pada Bab III menyajikan pembahasan normatis komperehensif tentang Pembagian 

kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam izin operasional feri tradisional 

bersifat hierarkis per Pasal 28 UU Pelayaran jo UU Nomor 66 Tahun 2024, di mana 

Menteri tangani lintas antarprovinsi/negara, gubernur lintas antarkabupaten/kota 

dalam provinsi, dan bupati/wali kota lintas dalam kabupaten/kota, dengan pusat 

melalui KSOP Kelas I Banjarmasin pegang otoritas SPB harian dan penahanan 

kapal. Syahbandar sebagai pejabat tertinggi per Pasal 1 angka 54 verifikasi 

kelaiklautan, muatan, dan BBM, didukung Permenhub Nomor 28 Tahun 2022 dan 

Nomor 40 Tahun 2022 yang klasifikasikan pelabuhan sungai Tipe A-C berdasarkan 

trayek. Pemerintah daerah verifikasi administratif via OSS-RBA per PP Nomor 28 

Tahun 2025, dengan Perda Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2025 delegasikan wali 

kota atur angkutan sungai lokal, meski trayek Alalak-Berangas (Tipe B) jatuh pada 

gubernur. Tanggung jawab pemerintah terhadap operasional feri Alalak Utara 

bersifat komplementer namun tumpang tindih, dengan KSOP pusat primer atas 

keselamatan teknis (SPB, kelaiklautan), provinsi koordinator trayek lintas 

kabupaten, dan daerah pengawas lapangan infrastruktur serta retribusi.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah terhadap kapal 

tradisional feri penyeberangan secara normatif yuridis di Dermaga Alalak Utara, 

perbatasan Kota Banjarmasin-Kabupaten Banjar (Batola), Kalimantan 

Selatan. Latar belakang menyoroti Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai yang 

bergantung pada feri kayu tradisional untuk mobilitas harian ribuan penumpang 

lintas sungai dangkal, adanya ketidakjelasan wewenang antar instansi  yang 

membuat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah kemdian 

adanya insiden feri karam tahun 2019 akibat kekurangan solar hanya 6-8 liter dari 

standar minimal 10-15 liter, kelalaian nahkoda dalam prosedur operasi, pengisian 

BBM tidak memadai, yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran jo Undang-Undang Nomor 66 Tahun 

2024.Pembahasan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

statute (UU 23/2014 Pemerintah Daerah, PP 28/2025 OSS-RBA, Permenhub 

61/2021 Angkutan Sungai-Danau, 104/2017 jo 60/2021 Penyeberangan, 28/2022 

SPB, 40/2022 Pelabuhan Sungai),  insiden Alalak, dan konseptual kewenangan 

(geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid). Hierarki kewenangan 

teridentifikasi: pusat via KSOP/Syahbandar verifikasi absolut teknis laik laut-

muatan-BBM per Pasal 28 UU Pelayaran; provinsi (gubernur Kalsel) trayek Tipe 

B lintas kabupaten Alalak per Permenhub 40/2022; daerah (wali kota Banjarmasin) 

retribusi intra wilayah Perda 5/2008 jo 1/2025 dengan OSS-RBA risiko menengah. 

Saran mencakup harmonisasi regulasi pusat-daerah, pelimpahan eksplisit gubernur 

trayek perbatasan, forum koordinasi rutin, pelatihan nahkoda-operator, CCTV 

dermaga, dan partisipasi masyarakat untuk ekosistem transportasi sungai aman 

berkelanjutan. 

Kata Kunci  :  Feri Tradisional, Tanggung Jawab Hukum, KSOP Syahbandar, 

Banjarmasin 
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